
 
 

 

LEMBARAN  DAERAH  KOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 08 TAHUN 2010 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 
 

NOMOR 08 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PAJAK REKLAME 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

Menimbang  : a.  bahwa Pajak Reklame  merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah; 

b. bahwa pengaturan Pajak Reklame semenjak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis 
pajak yang kewenangan pemungutannya 
diserahkan kepada kabupaten/kota; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan 
huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pajak Reklame; 



Pajak Reklame  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang  Penyelenggaraan   Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003   
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2004  
tentang  Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004    Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 



Pajak Reklame  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan  Kota Sungai Penuh di 
Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4871); 

8. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 



Pajak Reklame  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk 
Hukum Daerah; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA SUNGAI PENUH 

dan 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 



Pajak Reklame  

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK 

REKLAME. 
 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  


